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Tanggal Pembuatan 14 Februari 2024

SEKRETARIAT

Tanggal Revisi 14 April 2026

Tanggal Pengesahan 14 April 2026

Disahkan oleh
Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan
Provinsi Jawa Tengah

Judul SOP AKURASI PENYAMPAIAN INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008  tentang  Keterbukaan
Informasi Publik

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008  tentang  Keterbukaan
Informasi Publik

5. Peraturan  Komisi  Informasi  Nomor  1  Tahun  2017  tentang
Pengklasifikasian Informasi Publik

6. Peraturan Komisi  Informasi  Nomor  1  Tahun 2021 tentang Standar
Layanan Informasi Publik

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang
Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Provinsi Jawa Tengah

8. Peraturan  Gubernur  Jawa Tengah Nomor  10 Tahun 2011  tentang
Perubaha Atas Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan  Pelayanan  Informasi  Publik  di  Lingkungan
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

9. Peraturan  Gubernur  Jawa Tengah Nomor  47 Tahun 2012  tentang
Petunjuk  Pelaksanaan  Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Tengah
Nomor  6  Tahun  2012  tentang  Pelayanan  Informasi  Publik
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah

10. Keputusan  Gubernur  Jawa  Tengah  Nomor  487.22/43  Tahun  2022

tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pada

Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

1. Minimal Sarjana

2. Menguasai Tata Pembukuan

3. Memiliki Pengetahuan Mengenai Pelayanan Prima

4. Memiliki Tata Krama

5. Mampu Mengoperasikan Komputer

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

1. SOP Permohonan Informasi Publik 1. Formulir isian

2. Komputer

3. Pesawat Telepon

4. Jaringan Internet ATK

Peringatan Pencatatan dan pendataan

1. Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi

tidak akan terlayani dengan Baik

2. Bila Prosedur ini  tidak berjalan  maka Pelayanan Prima

tidak akan tercapai

3. Bila  Prosedur ini tidak berjalan maka Image Positif

Pemerintah Daerah terhadap masyarakat menjadi Negatif

1. Akan mempermudah didalam penanganan keluhan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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SOP AKURASI PENYAMPAIAN INFORMASI PUBLIK

NO Kegiatan

Pelaksana Pendukung

Keterangan
Pemohon Informasi

Petugas Pelayan
Informasi

PPID Pelaksana Kelengkapan Waktu Output

1. Pemohon informasi mengajukan 
informasi publik

1. Identitas :
 Perorangan : KTP/SIM/Paspor
 Badan Publik ( Akta Notaris, 

Dokumen Pengesahan Badan 
Publik), Surat Permohonan 
Informasi Badan Publik

2. Formulir Permohonan Informasi

10 menit Salinan 
Permohonan 
Informasi, Nomor 
Registrasi 
Permohonan 
Informasi

2. Melakukan Pengisian Daftar Register 
Permohonan Informasi

Salinan Formulir Permohonan 
Informasi

10 menit Daftar Register 
Permohonan 
Informasi

3. Melakukan Analisa dan verifikasi 
Permohonan Informasi apakah 
informasi tersebut diterima atau ditolak

1. Salinan Formulir Permohonan 
Informasi

2. Draft Formulir Pemberitahuan 
Tertulis Nota Dinas

3. Arahan

30 menit Formulir 
Pemberitahuan 
Tertulis/Nota 
Dinas/Arahan

 Untuk Informasi yang sudah tersedia, 
desk pelayanan dapat langsung 
memberikan informasi publik disertai 
formulir pemberitahuan tertulis

 Apabila permohonan informasi publik 
ditolak harus disertakan formulir 
pemberitahuan tertulis paling lambat 
10 hari kerja sejak permohonan 
diterima dan memberikan tata cara 
pengajuan keberatan

4. Penyampaian Informasi Publik 
(informasi seluruhnya/informasi 
Sebagian/informasi ditolak)

1. Salinan Formulir Permohonan 
Informasi

2. Formulir Pemberitahuan Tertulis

5 hari kerja Tanda terima

Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah

${ttd}

Defrancisco Dasilva Tavares, S.P., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197205021999031008
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